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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komite sekolah dalam penyediaan dan
pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi
literatur dengan sumber data dari jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, dan media
sosial. Subjek penelitian adalah komite sekolah, sedangkan objeknya adalah penyediaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui
pencarian referensi teoretis sesuai tema penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai
mitra sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana melalui penggalangan dana dari
masyarakat, memberikan pertimbangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta turut
aktif dalam proses pemeliharaan fasilitas sekolah. Selain itu, komite juga berperan dalam
membangun partisipasi masyarakat dan menjembatani kebutuhan sekolah dengan pihak
luar. Meskipun begitu, masih terdapat hambatan seperti kurangnya kapasitas anggota
komite, minimnya koordinasi dengan sekolah, serta keterbatasan anggaran. Untuk itu,
diperlukan optimalisasi peran komite sekolah sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2003
serta pembinaan dan pelatihan bagi anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya secara
lebih efektif.

Kata-Kata Kunci: Komite Sekolah; Penyediaan; Pemeliharaan; Sarana dan Prasarana

Abstract

This study aims to examine the role of the school committee in the provision and
maintenance of educational facilities and infrastructure. The method used is a literature
study with data sources from scientific journals, books, government regulations, and
social media. The subject of the study is the school committee, while the object is the
provision and maintenance of educational facilities and infrastructure. Data collection
was carried out through theoretical reference searches according to the research theme,
then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the school
committee has a role as a school partner in the procurement of facilities and
infrastructure through fundraising from the community, providing considerations in the
procurement of goods and services, and actively participating in the process of
maintaining school facilities. In addition, the committee also plays a role in building
community participation and bridging the needs of schools with external parties. Even
so, there are still obstacles such as lack of capacity of committee members, minimal
coordination with schools, and budget constraints. For this reason, it is necessary to
optimize the role of the school committee in accordance with the provisions of Law
No. 20 of 2003 as well as coaching and training for its members so that they can carry
out their functions more effectively.
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing tinggi. Menurut UNESCO, pendidikan tidak hanya bertujuan
untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang
adil, damai, serta berkelanjutan (Irayanti & Komalasari, 2023). Untuk mewujudkan tujuan
tersebut, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi elemen penting yang tidak
dapat dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa dukungan sarana dan prasarana
yang memadai, kualitas pendidikan akan sulit dicapai secara optimal. Sarana pendidikan
merujuk pada perlengkapan langsung yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti
buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, media audio visual, dan perangkat teknologi
informasi. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang menunjang kegiatan
pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, halaman, sanitasi, listrik, air bersih, hingga
jaringan internet. Keduanya memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas dan
efisiensi proses pembelajaran di sekolah (Badrudin et al., 2024).

Menurut Suryosubroto, mutu suatu sekolah tidak hanya dilihat dari hasil belajar
siswanya, tetapi juga dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terpelihara
dengan baik (Indrayeni, 2024). Ia menckankan bahwa lingkungan belajar yang layak dan
kondusif akan meningkatkan semangat belajar siswa dan guru, serta memperkuat kultur
akademik di sekolah. Dengan demikian, penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana harus
menjadi prioritas dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks ini, komite sekolah hadir
sebagai lembaga mandiri yang berperan sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu
pendidikan. Menurut (Utama, 2020), komite sekolah harus menjadi agent of development ,
yaitu agen penggerak pembangunan sekolah yang mampu menggalang partisipasi masyarakat
dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Komite sekolah tidak
hanya bertindak sebagai wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam
penyediaan fasilitas pendidikan ketika anggaran pemerintah belum mencukupi.

Peran komite sekolah dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan sangat penting, tetlebih ketika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak
selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Komite sekolah dapat
turut aktif dalam berbagai aspek, mulai dari penggalangan dana dari orang tua siswa, alumni,
atau pihak swasta untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana, hingga membantu
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pengadaan dan rehabilitasi fasilitas
seckolah (Ariani et al, 2025). Selain itu, komite sckolah juga ikut serta dalam forum
musyawarah rencana kerja sekolah (Musrenbangsek ) sehingga alokasi dana dan prioritas
pengadaan sarana lebih tepat sasaran. Tidak hanya dalam tahap penyediaan, komite sekolah
juga memiliki peran dalam menjaga dan merawat sarana/prasarana agar usia pakainya lebih
panjang melalui program rutin seperti gotong royong, edukasi penggunaan fasilitas, dan
pembentukan tim pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamalik yang menyatakan
bahwa manajemen sekolah yang baik tidak hanya mengutamakan pembangunan baru, tetapi
juga memprioritaskan pemeliharaan dan optimalisasi penggunaan fasilitas yang sudah ada
(PANUNTUN, 2015).

Meskipun demikian, dalam realitanya, peran komite sekolah belum sepenuhnya berjalan
optimal. Beberapa faktor seperti rendahnya kapasitas SDM komite, kurangnya transparansi
dalam pengelolaan dana, serta lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan komite masih
sering menjadi hambatan. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Hidayat et al.,
2023), yang menyatakan bahwa komite sekolah sering kali tidak dimaksimalkan perannya
karena kurangnya pembinaan dan regulasi yang jelas terkait fungsi dan tanggung jawabnya.
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Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana komite
sekolah sebenarnya dapat lebih efektif dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam
memahami dinamika peran komite sekolah dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan
sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan partisipatif. Judul ini dipilih karena adanya
kesenjangan antara harapan dan realisasi peran komite sekolah dalam bidang penyediaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Isu ini sangat relevan dengan tantangan
pendidikan saat ini, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun
pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami dinamika peran komite sekolah,
diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan
di tingkat lokal maupun nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan
pendekatan kualitatif, di mana seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui
telaah terhadap berbagai sumber teoretis dan normatif (Tan, 2021). Subjek penelitian
ditentukan sebagai komite sekolah, karena merupakan pihak yang memiliki peran aktif dalam
penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan, sedangkan objek
penelitiannya adalah sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri, yang menjadi fokus utama
dalam kajian ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai sumber seperti
jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku-buku teks yang relevan dengan manajemen
pendidikan dan partisipasi masyarakat, regulasi pemerintah terkait tugas dan fungsi komite
sekolah, serta informasi tambahan dari media sosial sebagai refleksi dinamika opini publik dan
kasus nyata di lapangan. Seluruh sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan
kesesuaian dengan tema penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam
mengenai konsep, peran, tantangan, dan solusi terkait keterlibatan komite sekolah dalam
penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan.

Setelah data terkumpul, tahapan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui
proses membaca, memahami, mengklarifikasi, mengkategori, dan mensintesis informasi dari
berbagai literatur (M. Sari & Asmendri, 2020). Analisis difokuskan pada upaya
menghubungkan kerangka teori dengan norma hukum dan kebijakan yang berlaku, seperti
Permendiknas No. 39 Tahun 2008 dan UU Sisdiknas, untuk mengevaluasi sejauh mana peran
komite sekolah telah diimplementasikan secara efektif atau masih mengalami kendala. Hasil
analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban terhadap rumusan
masalah dan mendukung kesimpulan penelitian yang relevan dengan latar belakang dan tujuan
yang telah diuraikan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, regulasi, serta pendapat ahli yang
relevan, komite sekolah memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di
satuan pendidikan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), khususnya Pasal 52 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa komite sekolah atau bentuk lain kelompok masyarakat yang peduli
pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan
prasarana, serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Wali et
al., 2020). Dengan demikian, komite sekolah bukan hanya lembaga formal semata, tetapi mitra
sekolah yang aktif dalam memastikan tersedianya lingkungan belajar yang layak dan
mendukung proses pembelajaran yang optimal. Untuk lebih memahami peran strategis komite
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sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, berikut akan diuraikan beberapa
aspek penting yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya:
A. Peran Komite Sekolah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Komite sekolah memiliki peran penting dan strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan, yaitu fasilitas fisik maupun non-fisik yang menjadi fondasi utama dalam
menunjang kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Dalam konteks ini, sarana
pendidikan merujuk pada perlengkapan langsung yang digunakan dalam proses pembelajaran
seperti buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, media audio visual, hingga perangkat
teknologi informasi. Sementara itu, prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang
menunjang kegiatan pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, halaman, sanitasi, listrik,
air bersih, hingga jaringan internet (Cahyaningrum & Aulia, 2024). Keduanya memiliki peran
tak terpisahkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas),
Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa komite sekolah atau bentuk lain kelompok masyarakat yang
peduli pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana,
dan prasarana, serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal
ini menegaskan bahwa komite sekolah tidak hanya sebagai lembaga formal semata, tetapi mitra
sekolah yang aktif dalam memastikan tersedianya lingkungan belajar yang layak dan
mendukung proses pembelajaran yang optimal.
1. Sebagai Mitra Sekolah dalam Penggalangan Dana Tambahan

Salah satu peran utama komite sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan adalah sebagai mitra sekolah dalam penggalangan dana tambahan untuk
memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi
seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, terlebih lagi jika sekolah tersebut
berada di wilayah tertinggal atau dengan jumlah siswa yang besar.

Dalam kondisi ini, komite sekolah dapat menginisiasi program pengumpulan dana
dari berbagai sumber, seperti orang tua siswa, alumni, pihak swasta, atau donatur lainnya.
Menurut (Supriyanti et al., 2024) komite sekolah harus menjadi agent of development yang
mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan
dan pengadaan fasilitas pendidikan. Partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam
membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sebagaimana disebutkan
dalam latar belakang penelitian ini.

Sebagai contoh, dalam kasus pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi
gedung sekolah yang rusak, komite sekolah bisa menjadi motor penggerak dalam upaya
penggalangan dana melalui sumbangan sukarela, kerja sama dengan dunia usaha, atau
kolaborasi dengan lembaga sosial. Tanpa keterlibatan aktif komite sekolah dalam aspek
ini, banyak sekolah akan kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan secara
cepat dan tepat sasaran.

2. Pelaku Perencanaan dan Pengawasan Proyek Pembangunan

Selain penggalangan dana, komite sekolah juga memiliki peran penting dalam
proses perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan atau rehabilitasi fasilitas
sckolah. Sebagai lembaga mandiri yang representatif, komite sekolah dilibatkan dalam
forum Musyawarah Rencana Kerja Sekolah (Musrenbangsek) untuk menentukan prioritas
pengadaan sarana/prasarana sesuai dengan kebutuhan riil sekolah (Fatmawati et al., 2020).
Dengan demikian, alokasi dana dan rencana pembangunan lebih tepat sasaran dan tidak
tumpang tindih antar tahun anggaran. Lebih lanjut, komite sekolah membantu
memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek agar tidak terjadi
penyimpangan anggaran atau kualitas bangunan yang tidak sesuai standar. Dalam hal ini,
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komite sekolah bertindak sebagai pengawas independen yang menjembatani antara
aspirasi masyarakat dan eksekusi oleh pihak sekolah atau kontraktor. Dengan adanya
pengawasan dari komite, masyarakat akan lebih percaya terhadap penggunaan dana yang
berasal dari mereka sendiri, baik secara sukarela maupun melalui program CSR
perusahaan. Peran ini sangat relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji
bagaimana komite sekolah bisa menjadi solusi bagi tantangan penyediaan
sarana/prasarana pendidikan yang selama ini masih menjadi isu krusial dalam dunia
pendidikan nasional. Selain itu, peran ini juga menjawab rumusan masalah penelitian
mengenai kendala yang dihadapi komite sekolah dalam menjalankan fungsinya, karena
melalui perencanaan dan pengawasan yang baik, potensi konflik atau duplikasi pekerjaan
antara sekolah dan komite dapat diminimalkan.
3. Pemilih Jenis dan Spesifikasi Sarana/Prasarana yang Sesuai Kebutuhan
Peran ketiga komite sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
adalah sebagai pemilih jenis dan spesifikasi sarana/prasarana yang akan dibeli atau
dibangun, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Dalam hal ini,
komite sekolah tidak hanya terlibat dalam pengadaan fisik, tetapi juga dalam menentukan
jenis, kualitas, dan spesifikasi teknis dati sarana/prasarana yang akan digunakan (A. Aziz,
2021). Misalnya, dalam pengadaan laboratorium komputer, komite sekolah bisa
memberikan masukan terkait jumlah unit komputer, spesifikasi teknis, hingga jenis
software yang relevan untuk digunakan dalam pembelajaran. Demikian pula dalam
pengadaan meubelair, komite sekolah bisa menyarankan desain kursi dan meja yang
ergonomis untuk siswa, atau dalam pembangunan toilet, komite sekolah bisa
menyarankan model sanitasi yang ramah lingkungan dan mudah dirawat. Keterlibatan
komite sekolah dalam tahap pemilihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa
yang diadakan benar-benar bermanfaat bagi proses pembelajaran dan tidak menjadi
barang mati akibat kurang tepatnya analisis kebutuhan. Selain itu, dengan melibatkan
komite dalam tahap ini, seckolah dapat meminimalkan risiko pemborosan dan
meningkatkan efektivitas penggunaan dana yang ada.
B. Peran Komite Sekolah dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Selain penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek
yang tidak kalah penting untuk menjamin usia pakai serta kondisi fasilitas tetap baik sepanjang
waktu. Tanpa adanya perawatan berkala, fasilitas yang sudah ada bisa cepat rusak dan menjadi
tidak efektif dalam menunjang proses pembelajaran (Randan et al., 2025). Hal ini selaras
dengan latar belakang penelitian ini yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan
adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa
dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan terpelihara dengan baik, kualitas
pendidikan akan sulit dicapai secara optimal. Dalam konteks ini, komite sekolah memiliki
peran strategis sebagai mitra sekolah dalam menjaga keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana
pendidikan melalui berbagai bentuk kegiatan pemeliharaan. Sebagaimana diatur dalam
Permendiknas No. 39 Tahun 2008, komite sekolah tidak hanya bertugas dalam pengadaan,
tetapi juga dalam pengawasan dan pemeliharaan atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah
(Pardede & Simanjuntak, 2021). Dengan demikian, komite sekolah bukan hanya lembaga
formal semata, tetapi agen aktif dalam menopang mutu layanan pendidikan melalui upaya
pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan.
1. Membentuk Tim Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
Salah satu peran utama komite sekolah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan adalah membentuk tim pemeliharaan atau perawatan fasilitas sekolah. Tim ini
biasanya terdiri dari anggota komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat
sekitar yang peduli pada kondisi sekolah. Tim tersebut bekerja sama dengan pihak sekolah
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untuk melakukan inspeksi rutin, membuat jadwal perawatan berkala, serta merancang
program gotong royong membersihkan dan memperbaiki fasilitas yang rusak ringan.
Dengan adanya tim ini, kerusakan kecil seperti genteng bocor, meja kursi rusak, atau
sanitasi kurang bersih dapat segera ditangani tanpa harus menunggu anggaran besar dari
pemerintah. Selain itu, tim pemeliharaan ini juga membantu menciptakan sistem
pemeliharaan yang lebih terencana dan tidak reaktif, sehingga kerusakan bisa dicegah
sebelum menjadi masalah besar. Menurut (Yuliani & Sari, 2024)salah satu indikator mutu
sekolah adalah bagaimana fasilitas yang dimiliki terpelihara dengan baik, karena itu
partisipasi aktif komite dalam aspek ini sangat signifikan dalam menopang kualitas
pendidikan.Contohnya, beberapa sekolah telah berhasil mengembangkan program
pemeliharaan mingguan atau bulanan di mana siswa, guru, dan orang tua ikut serta dalam
kegiatan perawatan lingkungan sekolah, seperti membersihkan halaman, mengecat pagar,
atau memeriksa kondisi toilet. Komite sekolah sering kali menjadi motor penggerak di balik
kegiatan tersebut, dengan memberikan arahan teknis, alat, serta dukungan dana minimal
untuk pelaksanaannya.
2. Meningkatkan Kesadaran dan Budaya Bertanggung Jawab melalui Edukasi

Selain membentuk tim pemeliharaan, komite sekolah juga memiliki tugas edukatif
yang penting dalam meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan masyarakat sekitar dalam
menjaga fasilitas sekolah. Melalui sosialisasi, kampanye, atau kegiatan lingkungan, komite
sekolah dapat menciptakan budaya tertib dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan
merawat fasilitas sekolah (Hamidah et al., 2024) Misalnya, komite sekolah dapat
menginisiasi program “Aku Sayang Sekolahku” yang berisi ajakan kepada siswa untuk tidak
merusak meja, tidak mencoret-coret dinding, atau menjaga kebersihan ruang kelas. Program
ini bisa dikemas dalam bentuk lomba dekorasi kelas, pemasangan poster edukasi, hingga
seminar singkat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Dengan cara ini, komite
sekolah tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan
tanggung jawab siswa terhadap lingkungan mereka sendiri. Budaya ini juga bisa diperluas
hingga ke masyarakat sekitar, agar fasilitas sekolah tidak digunakan secara sembarangan
oleh pihak luar, seperti parkir liar di halaman sekolah atau pemanfaatan gedung untuk acara
non-pendidikan tanpa izin. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka risiko
kerusakan fasilitas akibat kelalaian atau penyalahgunaan dapat diminimalkan secara
signifikan.

3. Merancang Program Pemeliharaan Berkelanjutan dengan Partisipasi Multi-Pihak

Komite sekolah juga bisa merancang program pemeliharaan berkelanjutan dengan
melibatkan berbagai pihak, termasuk alumni, organisasi masyarakat, dan pihak swasta.
Contoh nyata dari inisiatif ini adalah program “Adopt a Schoo/” di mana suatu perusahaan
atau instansi mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan gedung sekolah dalam periode
tertentu. Program ini tidak hanya membantu dalam segi biaya, tetapi juga meningkatkan
hubungan sekolah dengan dunia usaha dan menciptakan kolaborasi yang saling
menguntungkan. Melalui program-program semacam ini, komite sekolah bisa membangun
jejating kerja sama yang luas, schingga pemeliharaan sarana/prasarana tidak bergantung
sepenuhnya pada anggaran sekolah atau pemerintah daerah. Ini juga sejalan dengan amanat
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 52 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa komite sekolah memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan,
arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan
(Siregar, 2020). Program pemeliharaan berkelanjutan juga bisa dirancang dalam bentuk
maintenance fund, yaitu dana khusus yang dikumpulkan secara berkala dari sumbangan
sukarela masyarakat atau hasil dari program ekonomi produktif di sekolah, seperti kantin
sekolah atau unit produksi SMK. Dana ini kemudian dialokasikan secara transparan untuk
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biaya pemeliharaan tahunan, sehingga tidak ada lagi situasi di mana sekolah harus menunda
perawatan karena keterbatasan anggaran mendadak.

C. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Peran Komite Sekolah
Meskipun memiliki potensi besar sebagai mitra strategis sekolah dalam penyediaan dan
pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan, dalam praktiknya, peran komite sekolah
masith menghadapi berbagai kendala yang membuat fungsinya belum sepenuhnya optimal.
Berdasarkan hasil analisis literatur dan telaah terhadap berbagai studi kasus, tantangan utama
yang dihadapi oleh komite sekolah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: (1)
kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) komite, (2) lemahnya koordinasi antara
pihak sekolah dan komite, dan (3) keterbatasan dana serta minimnya partisipasi masyarakat (M.
A. Aziz, 2025). Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghambat signifikan dalam
upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat.
1. Kurangnya Kapasitas SDM Komite Sekolah
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan peran komite sekolah adalah
kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang menjadi anggota komite. Banyak dari
mereka belum memahami secara mendalam tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
sebagai mitra sekolah. Hal ini menyebabkan fungsi komite sering kali tidak maksimal,
bahkan cenderung pasif dan hanya menjadi formalitas saja tanpa kontribusi nyata
terhadap peningkatan mutu pendidikan. Menurut (Penyusun, 2015), salah satu syarat
penting dalam manajemen berbasis sekolah adalah adanya partisipasi masyarakat yang
aktif dan profesional. Sayangnya, banyak komite sekolah yang dibentuk tanpa seleksi atau
pembekalan yang memadai bagi anggotanya. Akibatnya, mereka tidak memiliki
pengetahuan tentang prosedur pengadaan barang/jasa, mekanisme musyawarah rencana
kerja, maupun teknis pengawasan proyek infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan komite
lebih bersifat simbolis daripada substantif. Kondisi ini selaras dengan latar belakang
penelitian ini, yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam
membangun pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Tanpa adanya kapasitas yang
memadai pada komite sekolah, maka potensi partisipasi masyarakat tidak akan tersalurkan
secara optimal, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan sulit dicapai.
2. Lemahnya Koordinasi antara Sekolah dan Komite Sekolah
Faktor kedua yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran komite sekolah
adalah lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan komite sekolah . Dalam banyak
kasus, hubungan antara kepala sekolah dan komite sekolah belum dibangun secara
harmonis dan profesional, schingga sering terjadi tumpang tindih tugas, duplikasi
pekerjaan, atau bahkan konflik kepentingan. Sebagai contoh, ketika sekolah mengajukan
rencana pembangunan ruang kelas baru, tetapi komite sekolah tidak dilibatkan dalam
perencanaan awal, maka muncul ketidakpahaman mengenai urgensi dan sumber
pendanaan proyek tersebut. Akibatnya, partisipasi komite dalam proses pengadaan
maupun pengawasan menjadi tidak maksimal. Menurut (Wandi & Rifa’i, 2020), hubungan
yang sehat antara sekolah dan komite harus didasarkan atas prinsip saling percaya,
transparansi, dan kesetaraan, bukan hubungan hierarkis atau dominatif. Selain itu,
lemahnya koordinasi juga menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam
pengelolaan dana yang berasal dari sumbangan sukarela masyarakat atau CSR perusahaan.
Jika tidak ada mekanisme kontrol dan pelaporan yang jelas, maka kepercayaan masyarakat
terthadap komite bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak pada minat masyarakat
untuk ikut serta dalam program sekolah.
3. Keterbatasan Dana dan Minimnya Partisipasi Masyarakat
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Faktor ketiga yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan peran komite sekolah
adalah keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi masyarakat , terutama di daerah-
daerah tertinggal dan terluar. Meskipun komite sekolah memiliki potensi besar dalam
penggalangan dana tambahan wuntuk membiayai pengadaan dan pemeliharaan
sarana/prasarana pendidikan, namun jika pattisipasi masyarakat rendah, maka upaya
tersebut akan sulit berhasil.

Menurut (Khorofi & Winata, 2023), salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan
pendidikan berbasis masyarakat adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam semua
aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal penyediaan dan pemeliharaan
fasilitas sekolah. Namun, dalam realitanya, banyak masyarakat yang masih menganggap
bahwa tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di pundak pemerintah, sehingga
partisipasi mereka terbatas pada kewajiban administratif seperti membayar iuran sekolah.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif tentang
pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan
sekitar. Program-program seperti seminar pendidikan, pertemuan wali murid, atau
kampanye media sosial bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Selain itu, komite
sekolah juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana
agar masyarakat merasa yakin dan bersedia untuk turut serta dalam upaya pengembangan
sekolah.

D. Solusi untuk Mengoptimalkan Peran Komite Sekolah Untuk mengatasi berbagai
tantangan di atas, beberapa solusi konkret dapat diterapkan:
1. Pemberian Pembinaan dan Pelatihan Berkelanjutan kepada Anggota Komite Sekolah

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas SDM komite sekolah adalah
dengan memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala . Materi pelatihan bisa
mencakup manajemen sekolah, pengelolaan dana partisipatif, pengadaan barang/jasa,
serta teknik komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pihak sekolah. Menurut
(Suwandi, 2016), pembinaan ini sebaiknya dilakukan oleh dinas pendidikan setempat atau
lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keahlian di bidang manajemen pendidikan.

2. Penguatan Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi antara Sekolah dan Komite

Untuk mencegah duplikasi pekerjaan dan meningkatkan sinergi, petlu
dikembangkan mekanisme komunikasi yang lebih intensif dan transparan antara sekolah
dan komite. Forum Musyawarah Rencana Kerja Sekolah (Musrenbangsek) bisa
dimanfaatkan sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, menetapkan prioritas
pengadaan sarana/prasarana, dan memastikan partisipasi aktif komite dalam setiap tahap
pelaksanaan program.

3. Penegakan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Agar partisipasi masyarakat meningkat, komite sekolah harus menunjukkan
komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Laporan berkala, rapat evaluasi, dan publikasi alokasi dana secara terbuka dapat menjadi
sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat (V. K. Sari & Widyawati, 2021).
Sebagaimana disebutkan dalam abstrak penelitian ini, komite sekolah memiliki peran
strategis dalam pengadaan sarana/prasarana, tetapi peran tersebut hanya akan efektif jika
didukung oleh sistem pengelolaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Komite sekolah memiliki peran strategis dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana
serta prasarana pendidikan sebagai upaya mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di
satuan pendidikan. Sebagai mitra sekolah, komite berperan aktif dalam penggalangan dana dari
masyarakat, perencanaan prioritas pengadaan, pengawasan pelaksanaan proyek, serta
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pemilihan jenis dan spesifikasi sarana/prasarana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dengan adanya keterlibatan komite, penyediaan fasilitas pendidikan dapat dilakukan secara

lebih partisipatif, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil

sekolah tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Namun, dalam praktiknya,

peran komite sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kurangnya kapasitas

SDM komite menyebabkan fungsi mereka sering kali tidak maksimal. Lemahnya koordinasi

antara sekolah dan komite mengakibatkan tumpang tindih tugas dan minimnya akuntabilitas.

Selain itu, keterbatasan dana dan rendahnya partisipasi masyarakat, terutama di daerah

tertinggal, menjadi hambatan besar dalam upaya membangun infrastruktur pendidikan yang

memadai. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghambat utama dalam optimalisasi

peran komite sekolah. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan solusi yang

bersifat sistematis dan berkelanjutan. Pemberian pembinaan dan pelatihan kepada anggota

komite sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Penguatan

mekanisme koordinasi antara sekolah dan komite harus dibangun melalui forum musyawarah

rencana kerja sekolah (*Musrenbangsek*) agar setiap program dirancang secara partisipatif.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana harus ditegakkan guna

membangun kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, komite sekolah dapat

benar-benar menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan

yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
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